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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 
 

NOMOR   9    TAHUN 2007 
 

TENTANG  
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINJAI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pengelolaan 
keuangan dan anggaran desa agar dapat berjalan secara 
efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun  tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Snjai Tahun 2000 Nomor 14) perlu ditinjau kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
 

dan 
 

BUPATI SINJAI 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  
 
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur  

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sinjai. 
 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
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6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Sinjai. 

 
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa  sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. 

 

10. Badan Permusyawaratan Desa atau  yang disebut dengan nama lain 
selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

 

11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa 
yang bersangkutan. 

 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

 


